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KETUA DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM

Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk menjaga integritas, kehormatan dan martabat
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu
menetapkan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

2.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
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Menetapkan

Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN
PERILAKU DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan ini yang dimaksud dengan:

1.

Kode Etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan
Umum adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan
filosofi yang menjadi pedoman bagi Anggota Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Anggota
Tim Pemeriksa Daerah, dan Sekretariat yang berupa
kewajiban dan larangan, tindakan dan/atau ucapan yang
patut atau tidak patut dilakukan.

Pedoman perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilihan Umum adalah penjabaran Kode Etik Dewan
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Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang
menjadi pedoman bagi anggota Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilihan Umum, anggota Tim Pemeriksa
Daerah, dan Sekretariat baik dalam menjalankan
tugasnya, maupun dalam pergaulan di masyarakat.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang
selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang
bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara
Pemilihan Umum.

Sekretariat DKPP adalah Aparatur Sipil Negara yang
terdiri atas Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja, dan Tenaga Kontrak yang
dipimpin oleh Sekretaris yang memberikan dukungan
teknis dan administrasi dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi DKPP.

Tim Pemeriksa Daerah yang selanjutnya disingkat TPD
adalah tim yang dibentuk oleh DKPP yang
keanggotaannya terdiri atas unsur DKPP, KPU Provinsi
atau KIP Aceh, Bawaslu Provinsi dan Unsur Masyarakat.
Majelis Kehormatan DKPP yang selanjutnya disebut
Majelis Kehormatan adalah perangkat yang dibentuk oleh
DKPP yang bersifat ad hoc untuk memeriksa dan
memutus dugaan pelanggaran kode etik Anggota DKPP,
Anggota TPD, dan Sekretariat.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2
Pengaturan Kode Etik dan Pedoman Perilaku bertujuan
untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan
kredibilitas Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat.
Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat wajib
bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan
kewajiban berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku

DKPP.
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BAB III
ASAS, LANDASAN, DAN PRINSIP KODE ETIK DKPP

Pasal 3

Kode etik Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat

berasaskan:

a. Tidak berpihak;

b. Praduga tak bersalah;

c. Persidangan terbuka untuk umum;

d. Persamaan di depan hukum;

e. Cepat, sederhana, dan tidak dipungut biaya;
f.  Mendengarkan semua pihak;

g. Praduga beretika; dan

h. Tidak beropini dalam proses persidangan.

Pasal 4

Kode Etik berlandaskan pada:

a.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan
Berbangsa;

Sumpah/janji Anggota DKPP, Anggota TPD, dan
Sekretariat;

Asas Pemilihan Umum; dan

Prinsip kode etik Anggota DKPP, Anggota TPD, dan

Sekretariat.

Pasal 5

Prinsip kode etik Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat

yaitu:

a. Mandiri;

b. Jujur;

c. Adil;

d. Kepastian hukum;
e. Tertib;

f.  Kepentingan umum,;
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Keterbukaan;
Proporsionalitas;
Profesionalitas;
Akuntabilitas;
Efisiensi; dan

Efektifitas.

BAB IV
PEDOMAN PERILAKU

Pasal 6

Dalam melaksanakan prinsip mandiri, Anggota DKPP, Anggota

TPD, dan Sekretariat bersikap dan bertindak:

a.

netral atau tidak memihak terhadap pengadu, teradu dan
pihak terkait;

menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan
pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan
menghindari intervensi pihak lain;

tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang
menunjukkan keberpihakan atas perkara dugaan
pelanggaran kode etik;

tidak melakukan komunikasi yang bersifat partisan dan
dapat mempengaruhi para pihak yang sedang
berperkara;

tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol,
lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan
keberpihakan terhadap para pihak yang berperkara;

tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari
pihak yang berperkara di DKPP yang dapat menimbulkan
keuntungan dari Putusan dan/atau Keputusan DKPP;
menolak untuk menerima pemberian uang, barang,
dan/atau jasa, janji atau pemberian lainnya dalam
kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak
langsung dari Partai Politik, peserta Pemilihan Umum,
dan tim kampanye;

dapat menerima pemberian uang, barang dan/atau jasa,

janji atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu
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